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KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA



1. Berpotensi dilakukan oleh setiap orang.

2. Random target/victim.

3. Kerugiannya besar dan meluas.

4. Terorganisasi atau oleh organisasi.

+ bersifat lintas negara (Korupsi,TPPU,Terorisme,
Pelanggaran berat HAM, dan Narkotika)

KEJAHATAN LUAR BIASA



DAMPAK KORUPSI

KEMISKINAN KERUSAKAN ALAM BIAYA EKONOMI TINGGI
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99

Rank

Score

No 
Data

www.ti.or.id

10-19

0-9

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

90-100

80-89

Highly
Corrupt

Very 
Clean

INDONESIA 37

http://www.ti.or.id/


CPI 2024: ASEAN

Singapore

CountryCPI 2024Rank CPI 2023

Malaysia

Timor Leste

Indonesia

Thailand

Myanmar

Laos

Cambodia

Vietnam

28

35

83

50

43

41

34

3433

33

21

16

3

57

73

114

114

107

99

168

158

Philippines

84

50

44

40

37

34

88

22

20

114

www.ti.or.id

http://www.ti.or.id/
























STRATEGI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN DALAM

PENGADAAN BARANG/JASA (PB/J)

KEJADIAN
13 JANUARI 2016, 28 DESEMBER 2018,

DAN 15 OKTOBER 2019



BAGIAN HUKUM

DASAR HUKUM
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DK

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan

Gratifikasi

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2023 tentang Unit 

Pengendalian Gratifikasi Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan



PENGERTIANKORUPSI

SECARA HARFIAH

“Corruptio =Busuk”

YURIDIS

UU No. 31 Thn. 1999 jo. UU No. 20 Thn. 2001

“Setiap orang yang dengan sengaja dengan  

melawan hukum untuk melakukan perbuatan  

dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau  

orang lain atau suatu korporasi yang  

mengakibatkan kerugian keuangan negara atau  

perekonomian negara.”



POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar.
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Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa

Persiapan PBJ Penetapan

Penyedia B/J

Kontrak Serah Terima

Wilayah Hukum administrasi Wilayah Hukum Perdata

Wilayah Hukum Pidana jika ada suap, markup, fiktif, dan kolusi

Wilayah Persaingan Usaha jika persekongkolan atau pengaturan yang menghilangka persaiangan



Tindak Pidana
Korporasi (TPK)

Tindak Pidana  
Perpajakan

Perdata Persaingan Usaha

1

Tindak Pidana
Korupsi

2

Tindak Pidana Pencucian  
Uang (TPPU)

3

4 5 6

Tuntutan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI 

1

Kerugian Keuangan Negara

Perkara tipikor yang mengakibatkan kerugian 

keuangan negara pada kegiatan pengadaan 

dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula 

Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI selama 

periode tahun 2015-2016 yang diduga 

dilakukan oleh Terdakwa BAP (Direktur 
Produksi PTPN XI)

2

Suap-Menyuap

Direktur Utama PT Bina Karya 

Raya) memberi hadiah atau

janji kepada RHP selaku

Bupati Mamberamo Tengah 

Periode 2013-2018 dan 2018-

2023 terkait proyek PBJ di 

Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Mamberamo
Tengah

3

Konflik Kepentingan

Penerimaan gratifikasi terkait 

PBJ di Pemkab Banjarnegara 

Tahun 2017 – 2018 atas nama 

Terdakwa BS (Walikota 

Banjarnegara) dan Terdakwa 
KA (Wiraswasta).



PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI 

4

Gratifikasi

JRK bersama-sama TSS selaku Bupati Buru 

Selatan Periode 2011- 2016 dan Periode 2016-

2021, dimana yang bersangkutan menerima 

hadiah atau janji terkait Proyek Pembangunan 

Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di 

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dari 

seseorang bernama IK dan menerima gratifikasi 
yang berhubungan dengan jabatannya 

5

Pemerasan

kasus pemerasan biasanya terjadi

secara tidak langsung, misalnya, 

seorang pegawai negeri menyatakan

bahwa tarif pengurusan dokumen

perizinan usaha yang menjadi salah

satu dokumen utama agar penyedia

dapat ikut dalam proses pengadaan

adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya
hanya Rp15 ribu atau malah gratis

6

Penggelapan dalam Jabatan

Misalnya penegak hukum

merobek dan menghancurkan

barang bukti suap untuk
melindungi pemberi suap.





???INTI MASALAH INDIKASI

MARK UP

VOLUME PEKERJAAN KURANG

PEKERJAAN FIKTIF

ADANYA DUGAAN HARGA PASARAN 
ATAS BARANG JAUH LEBIH MURAH

ADANYA DUGAAN ITEM/KOMPONEN  
PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI 

SPESIFIKASI  TEKNIS DALAM 
KONTRAK

ADANYA DUGAAN DOUBLE 
ANGGARAN, PAGU ANGGARAN DAN 
WAKTU PELAKSANAAN YANG TIDAK 

REALISTIS

140

PENYIMPANGAN

30

PENYIMPANGAN TPK

18

TAHAP



PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

PENGENDALIAN RISIKO KORUPSI

"Strategi pengendalian risiko yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko 

korupsi pada tahapan ini adalah mengembangkan kebijakan pengadaan dan 

prosedur untuk mencegah korupsi pada tahap perencanaan"

1 2 3

“Men-desain" 

Pengadaan sesuai 

dengan aturan 

perundang-undangan

Transparansi dalam

Perencanaan
Merencanakan Anggaran sesuai 

dengan kebutuhan

Upaya melalui kebijakan 

nasional MCP

4



PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

PENGENDALIAN RISIKO KORUPSI

"Strategi pengendalian risiko yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko 

korupsi pada tahapan ini adalah melakukan pemanfaatan sistem elektronik 

untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses tender dan 

melibatkan masyarakat dalam pengawasan proses pemilihan. "

1 2 3

Menggunakan sistem

aplikasi dalam pemilihan

penyedia.

Memanfaatkan e-

pengaduan untuk

melaporkan pengaduan

pengadaan yang tidak

sesuai dengan aturan.

Sanksi yang tegas bagi Pelaku 

Pengadaan yang melakukan 

kecurangan dalam Proses 
Pemilihan Penyedia

Upaya melalui kebijakan 

nasional MCP

4





SE Nomor 5 Tahun 2024

Pencegahan Korupsi PBJP Tahap 

Perencanaan dan Persiapan Pengadaan

SE Nomor 8 Tahun 2024

Pencegahan Korupsi PBJP Tahap Pemilihan 

Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak



Upaya Pencegahan Korupsi Tahap 

Pemilihan Penyedia (E-Purchasing)

PENGADUAN

04

Pada Metode negosiasi, untuk paket pengadaan dengan nilai ≥

Rp1.000.000.000,00, PPK dapat memperhitungkan Harga

Evaluasi Akhir dengan Preferensi Harga

E-purchasing melalui 

metode Negosiasi Harga, 

berdasarkan Kepka LKPP 

122/2022 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Katalog 

Elektronik 

Contoh Pemilihan Produk melalui metode Negosiasi Harga Pik 



Is lam:

Al-Quran:
Surat Al-Baqarah (2): 188: "Dan janganlah kamu memakan
harta bendamu sendir i di antara kamu dengan cara yang bati l
dan janganlah kamu memberikan suap kepada para hakim
agar kamu dapat menipu sebagian dari hak orang lain."
Surat An-Nisa (4): 159: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berkhianat .“

Hadits Nabi Muhammad SAW.:
"Terkutuklah orang yang menyuap dan terkutuklah pula orang
yang menerima suap." (HR. Abu Dawud)
.

Spiritualitas terhadap Perilaku Anti Korupsi PBJP



“membiasakan yang benar, bukan 

membenarkan yang biasa"
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TERIMA KASIH
Coach Dr Yanuar Wijayanto, M.T. CPEC CT CCMs CPPP CTNLP CH CHt


